
BUPATI I(ARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 36 TAHUN 2021,

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 106 TAHUN 2O2O TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2i

SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

BUPATI KARANGANYAR,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019

tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkzrt

Desa, maka Pemerintah Daerah selaku pemberi ker.1:r

wajib mengalokasikan anggaran iuran Badarr-r

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi para Kepala

Desa dan Perangkat Desa sebesar 47u (empat persr:n)

dari Gaji atau upah per bulan melalui Angg:rrart

Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Parir.t,isat:r darn

Ekonomi Kreatrf f Kepala Badan Pariwisata dan Ekouomi

Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2O21 tenLatrg

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khustts

Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan 'lahui'l

Anggaran 2021, maka kegiatan-kegiatan yang bersumber

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata

Tahun Anggaran 2021 perlu untuk dilakukan pemc:Lnan

(mapping) dan pemutakhiran klasifikasi, kodelikasi dar-r

nomenklatur;

Menimbang



c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang

Kesehatan Tahun Anggaran 2O21, maka kegiatan-

kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Bidang

Kesehatan Tahun Anggaran 2021 perlu untuk dilakukan

pemetaan (mapping) dan pemutakhiran klasifikasi,

kodefikasi dan nomenklatur;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2O2l tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan, maka kegiatan Pengelolaan Dana Bantuatl

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan Tahun Anggaran 2O21 perlu untuk

dilakukan pemetaan (mapping) dan pemutakhirar-r

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;

e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina

Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor

906l 1622lKeuda tentang Kodefikasi dan Mapping

Nomenklatur Anggaran DAK baik Fisik maupun Non

Fisik, maka kegiatan DAK Bidang Sanitasi dan Air

Minum pada Dinas Pekerjaan Umum perlu dilakukan

pemetaan (mapping) dan pemutakhiran klasifikasi,

kodefikasi dan nomenklatur;

f. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran

pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan Kebijakan di

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik, maka perlu melakukan pergeseran anggaran

antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar



I

Mengingat

sub kegiatan, antar kelompok belanja dan antar jenis

belanja;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2l;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perenc6.naan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2lO\;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Panderni Corona Vints Disease 2Ol9 (Covid-

19) danlatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional danlatau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2Ol9 (Covid-19) danlatau Dalam Rangkar

Menghadapi Ancaman yang

MembahayakanPerekonomian Nasional danlatau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6a8fl;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOO Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aO28);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tdnun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201,7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Oal);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106);

1,2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL9 Nomor 6323);

L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturau

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2Ol), tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

16 Tahun 2)ll tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2}ll Nomor 525);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201,2

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 75a);

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI7 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor Aa7);

18. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 119 Tahun 2Ol9

tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 1802);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2O2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 888);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor l78l);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 IPMK.OT l2o2l

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung

Penanganan Pandemi Cororta Vints Disease 2019

(Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republil<

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1a9);



22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana

Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2O2I (Berita

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 23O);

23, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2O2l

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran

2O2l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l

Nomor aO3);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9

Tahun 2O2l tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2I Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6621);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2O2O tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa TengahNomor

9O3l2l9 l2O2O Tahun 2O2O tentang Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2O2O

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2O2O Nomor 106) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 18 Tah:un 2021 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106

Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2O2l Nomor 18).



Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 106

TAHUN 2O2O TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 202 1.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar

Nomor 106 Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2O2O

Nomor i06) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18

Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2O2O tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18) diubah dan dibaca

sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyr

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II -vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 10 Mei 2O2I

BUPATI KARANGANYAR

T*ID

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2O2I NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Hukum

NIP. 19750 111 903 1 009

ET

tr


